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BAB IV 

ANALISIS MAQA>S{ID AL-SHARI>’AH TERHADAP SURAT KETUA 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 TENTANG 

PENYUMPAHAN ADVOKAT 

 

 

A. Pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dalam Surat Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 73/KMA/HK.01/1x/2015 tentang Penyumpahan Advokat 

Pembahasan mengenai surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat tidak terlepas dari 

faktor pendorong terbitnya perseteruan antar organisasi advokat yang saling 

mengklaim menjadi organisasi yang sah, hal ini terjadi dikarenakan 

pertikaian antar organisasi advokat berasal dari undang-undang nomor 18 

Tahun 2003 tentang advokat. Organisasi advokat yang ada, tidak hanya 

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia 

(KAI) saja, namun masih banyak organisasi-organisasi lain. 

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa apa yang tertuang dalam 

Pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang 

berbunyi “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi 

advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan 

undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

profesi advokat”, dengan kata lain Pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 18 

tahun 2003 tentang advokat menunjukkan bahwa hanya ada satu organisasi 
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advokat yang diakui secara legal dan menerapkan sistem singlebar,  tidak 

dapat terealisasikan. 

Di samping permasalahan mengenai wadah tunggal organisasi advokat, 

terdapat permasalahan pada penerapan sumpah advokat sebagaimana yang 

ada dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang advokat. Setiap advokat dari 

organisasi advokat manapun akan ditanyakan "sudah atau belum" disumpah 

di  depan Pengadilan Tinggi dengan menyerahkan bukti berupa berita acara 

Penyumpahan Pelantikan Advokat dari Pengadilan Tinggi yang berada dalam 

wilayah hukumnya. Jika tidak dapat menunjukannya maka majelis hakim 

akan menolak advokat tersebut untuk mengikuti acara persidangan atau 

praktik baik sebagai Penasihat Hukum maupun sebagai Kuasa Hukum di 

depan persidangan. Dengan kata lain hanya advokat yang sudah melakukan 

sumpah di hadapan Pengadilan Tinggi yang dapat mengikuti acara 

persidangan atau praktik. 

Dalam menjalankan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil 

sumpah bagi para  advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana 

yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang advokat merupakan 

kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang. Namun, pasal 28 ayat (1) 

undang-undang advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat 

yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga organisasi-

organisasi advokat yang saat ini diakui yaitu PERADI dan KAI, harus 

mengupayakan terwujudnya organisasi advokat tunggal sebagaimana 

dimaksud Pasal 28 ayat (1) undang-undang advokat. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 
 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, pasal 

4 ayat (1) undang-undang advokat yang berbunyi “Sebelum menjalankan 

profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji 

dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah 

domisili hukumnya.” Bersifat konstitusional selama kalimat “di sidang 

terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”  dimaknai sebagai 

kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan 

Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi 

advokat yang saling mengklaim sebagai organisasi advokat yang sah menurut 

undang-undang advokat. 

Untuk mendorong terbentuknya organisasi advokat yang merupakan 

satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 

ayat (1) undang-undang advokat, bagi Mahkamah Konstitusi, maka 

kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon 

advokat tanpa memperhatikan organisasi advokatnya yang saat ini diakui 

secara  de facto dan hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 

(dua) tahun sampai terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-

satunya wadah profesi advokat. 

Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan, setelah jangka waktu dua 

tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) UU 

advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat 

yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum. Putusan Mahkamah 

Konstitusi ini bermaksud menunjukkan secara de facto terdapat dua 
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organisasi advokat yang saling mengklaim sebagai organisasi advokat yang 

sah menurut undang-undang advokat dan itu tidak terkait langsung dengan 

adanya norma penyumpahan pasal 4 ayat (1) undang-undang advokat. 

Di sisi lain Mahkamah Agung berusaha untuk mewujudkan organisasi 

advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) undang-undang 

advokat dengan menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

089/KMA/VI/2010 yang memuat keterangan bahwa Para Ketua Pengadilan 

Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi 

syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan 

oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010 

yang dilakukan antara Pengurus Pusat Peradi Dr. Otto Hasibuan (Ketua 

Umum) dengan Pengurus Pusat KAI Indra Sahnun Lubis, SH. MH. (Presiden 

KAI) pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, serta 

mencabut surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 01 Mei 2009 

No.052/KMA/V/2009 yang memuat ketentuan untuk Ketua Pengadilan 

Tinggi untuk sementara tidak mengambil sumpah para calon advokat, karena 

akan melanggar Pasal 28 undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan kata 

lain belum terbentuknya wadah tunggal organisasi advokat. Namun hal 

tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap 

sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim 

sebagai pengurus yang sah. Di samping itu berbagai pengurus advokat dari 

organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan. 
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Selanjutnya Mengingat salah satu fungsi Makamah Agung sebagai 

lembaga tinggi negara yang mempunyai kewajiban untuk mengatur dan 

mengisi kekosongan hukum yang diperlukan untuk kelancaran 

penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam ruang lingkup organisasi 

advokat serta merujuk pada kewenangan Mahkamah Agung yang dapat 

membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi 

hukum acara yang sudah diatur undang-undang, pada tanggal 25 September 

2015 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat. 

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/IX/2015 terdapat beberapa petunjuk, bahwa Pengadilan 

Tinggi berwenang untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang 

telah memenuhi persyaratan dalam pasal 2 undang-undang nomor 18 Tahun 

2003 yang berbunyi:  

1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar 

belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan 

khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. 

2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. 

3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. 

Serta pasal 3 undang-undang nomor 18 tahun 2003 yang berbunyi: 

1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut : 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertempat tinggal di Indonesia; 

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; 

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 

e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); 
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f. lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat; 

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada 

kantor advokat; 

h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai 

integritas yang tinggi. 

Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan 

mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan petunjuk tersebut, secara explicit Mahkamah Agung 

mengakui serta melegalkan seluruh organisasi advokat, dengan kata lain 

Mahkamah Agung menetapkan tatanan organisasi advokat menjadi multibar 

yang sebelumnya singlebar. Di samping itu juga, dalam surat yang berisi  7 

(tujuh) poin ini, tergambar argumen yuridis dan sosiologis yang menjadi 

pijakan pemberian wewenang Pengadilan Tinggi untuk menyumpah seluruh 

advokat.  

Dalam poin ke-3 (tiga) Surat Ketua Mahkamah Agung dijelaskan 

bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imblan dan perlakuan yang 

adil dan layak dalam hubungan kerja, tidak terkecuali bagi Advokat. 

Alasan sosiologis sebagaimana ditulis dalam poin 4 (empat) adalah 

fakta bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang 

karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak 
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bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan 

jasa advokat. 

Dengan adanya kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung ini, maka 

setiap kepengurusan advokat dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau 

janji sepanjang terpenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam 

undang-undang advokat.  

 

B. Analisis Maqa>s{id al-Shari>’ah terhadap Pertimbangan Ketua Mahkamah 

Agung dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 

73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Advokat 

       Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang 

advokat diterbitkan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang lebih baik, dalam hal ini untuk menyelenggarakan peradilan. 

Dengan dermikian Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang advokat dibuat sudah sesuai dengan syariat 

hukum Islam. Bahwa syariat ditetapkan bukan untuk kepentingan Allah 

melainkan untuk kepentingan umat manusia sebagaimana qasd al-sya>ri’ fi 

wad’i al-shari>’ah (tujuan Sha>ri>’ dalam menetapkan syariat). Allah 

menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil 

kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar’ul 

mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah 

tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.  
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Tujuan dalam dibentuknya suatu hukum dalam Islam dinamakan dengan 

maqa>s{id al-shari>’ah. Berangkat dari maqa>s{id al-shari>’ah, maka istinbat 

hukum dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan 

yang tidak terjawab oleh al-Qurán dan hadits. Dalam konteks inilah, berbagai 

upaya masyarakat dan berbagai umat manusia dalam mencari produk legislasi 

yang berkeadilan, penegakan hak-hak asasi manusia yang bermartabat dalam 

rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur wajib dilandasi oleh 

maqa>s{id al-shari>’ah. 

Jika dihubungkan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang advokat, maka surat ketua Mahkamah 

Agung tersebut bertujuan untuk melindungi kemaslahatan bagi setiap 

organisasi advokad sekaligus agar terhindar dari mafsadat. Karena surat 

ketua Mahkamah Agung ini dibuat dengan salah satu tujuannya yakni 

memecah perseteruan antar organisasi advokat yang saling mengklaim 

sebagai organisasi advokad yang sah atau legal. Dengan ini, dapat dipahami 

bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 

tentang advokat telah merealisasikan tujuan dari diterapkannya syriat, 

sebagaimana dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 201-202.1 

( ۲۰۱) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقوُلُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقنِاَ عَذاَبَ النَّارِ 

ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أوُلَئكَِ لَ  ا كَسَبوُا وَاللََّّ (۲۰۲) هُمْ نصَِيبٌ مِمَّ  

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah 
kami  kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami 
dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian 

                                                           
1Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10.  
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daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-
Nya. (Qs. al-Baqarah : 201-202).”2 
 

Dari sudut pandang maqa>s{id al-shari>’ah, Surat Ketua Mahkamah Agung 

nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang advokat menempati tingkatan al-

umur al-ha>jiya>t jika dilihat dari substansinya karena termasuk kebutuhan 

yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan, dengan kata lain untuk 

terwujudnya kemaslahatan, juga sejalan dengan tujuan hukum Islam ialah 

terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai 

kebutuhan primer hidup manusia yang jika tidak terpenuhi atau terpelihara 

akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. 

Memang di dalam Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/IX/2015 tidak secara khusus memuat atau membahas 

sesuatu yang berhubungan dengan agama, namun jika kita melihat dari sisi 

tujuan dari dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang advokat dapat dikatakan bahwa surat ketua 

mahkamah agung ini sejalan dengan agama islam yakni untuk terhindar dari 

perseteruan atau sesuatu hal yang mengakibatkannya perpecahan, dari 

penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung 

nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang advokat juga memelihara agama 

(hifzh al-di>n). Di samping itu perseteruan jika dibiarkan akan mengakibatkan 

perpecahan dan tidak menutup kemungkinan akan mengancam keselamatan 

jiwa khususnya pada pembahasan ini terhadap organisasi advokat yang saling 

mengklaim sebagai organisasi advokat yang legal. Gesekan antar organisasi 

                                                           
2 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001), 45.  
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advokat akan semakin terasa jika dibiarkan dengan tidak adanya peraturan 

yang jelas, di sini peran dari Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/IX/2015 utuk memelihara jiwa (hifzh al-nafs). 

Memelihara akal (hifzh al-‘aql), jika di lihat dari isi Surat Ketua 

Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang advokat memuat 

keterangan bahwa seluruh organisasi advokat menjadi legal, tentu akan 

berimplikasi pada persaingan antar organisasi advokat untuk meningkatkan 

kualitas setiap kader atau anggota advokatnya agar dapat bersaing dengan 

organisasi advokat lainnya. 

Memelihara harta (hifzh al-ma>l) adalah salah satu wujud dari 

pemeliharaan kemashlahatan, jika dihubungkan dengan Surat Ketua 

Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang advokat maka 

titik temunya berada pada tujuan dari diterapkannya, yakni untuk melindungi 

dan menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai dengan 

ketentuan pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) dalam UUD Negara 

Republik Indonesia 1945. 


